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Deskripsi Singkat MK Mata Kuliah Ini Membahas Tentang Tata Cara Penyelesaian Masalah Hukum Yang Berkaitan Dengan Perkara Pidana. 
Materi Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

Mata Kuliah Memuat Bahan Ajar Membahas Tentang Prosedur Dan Tahap-Tahap Beracara Di Pengadilan Menurut KUHAP Dalam Perkara Pidana Dan 
Menjelaskan Tentang Hal-Hal Menyusun Dan Membuat: Surat Kuasa, Surat Dakwaan , Eksepsi (Keberatan), Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir), 
Pembelaan (Pleidooi), Replik (Nader Requisitoir), Duplik (Nader Pleidooi), Putusan Pidana Serta Pengajuan Upaya-Upaya Hukum Dalam Perkara 
Pidana. 
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16. Hadari Djewani tahir, Bab Tentang Herziening di dalam KUHAP, Alumni. Bandung, 1982  
17. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid I), Pustaka Kartini, Jakarta, 1993. 3  
18. P.A.F. Lamintang, KUHAP dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 

1984.  
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21. Roeslan Saleh, Dari lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.  
22. Karim Nasution, 1972, Masalah Surat Tuduhan dalam proses Pidana, Kejaksaan Agung RI, Jakarta.  
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30. Peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Hukum Acara Pidana. 

Media Pembelajaran White board, spidol, Laptop,LCD dan multi media class equip ment 
Team Teaching  
Matakuliah Prasyarat  

      
Minggu Ke- Kemampuan Akhir Yang 

Diharapkan (Sub-Cp Mk) 
Indikator Materi Pembelajaran Metode Pembelajaran Kriteria, Bentuk Dan Bobot 

Penilaian 
1 - 2 Mahasiswa Mampu 

Menjelaskan Tentang: 
Istilah, Pengertian Dan 
Ruang Lingkup HAP Dan 
PPP. Sejarah, Bentuk-
Bentuk Dan Hal Penting 
Yang Harus Diperhatikan 
Dalam HAP Dan PPP Dan 
Lain Sebagainya 

1. Istilah, Pengertian Dan 
Ruang Lingkup HAP 
Dan PPP.  

2. Sejarah, Bentuk-Bentuk 
Dan Hal Penting Yang 
Harus Diperhatikan 
Dalam HAP Dan PPP 
Dan Lain Sebagainya 

Istilah, Pengertian Dan 
Ruang Lingkup HAP Dan 
PPP. Sejarah, Bentuk-
Bentuk Dan Hal Penting 
Yang Harus Diperhatikan 
Dalam HAP Dan PPP Dan 
Lain Sebagainya 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 

 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

3 - 4 Mahasiswa Mampu 
Menjelaskan Dan 
Memahami Tentang: Awal 
Suatu Proses HAP Dan PPP, 
Mulai Dari Tertangkap 
Tangan, Pelaporan, 
Pengaduan Dan 
Tertangkap Sendiri Oleh 
Aparat Penegak Hukum. 

Awal Suatu Proses HAP Dan 
PPP,  
1. Tertangkap Tangan 
2. Pelaporan 
3. Pengaduan  
4. Tertangkap Sendiri Oleh 

Aparat Penegak 
Hukum. 

Awal Suatu Proses HAP 
Dan PPP, Mulai Dari 
Tertangkap Tangan, 
Pelaporan, Pengaduan Dan 
Tertangkap Sendiri Oleh 
Aparat Penegak Hukum. 

5. Ceramah 
6. Tanya Jawab 
7. Diskusi 
 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

5 - 6 Mahasiswa Memiliki 
Pengalaman Dan 
Pengamatan Langsung 
Dalam Melihat Dan Menilai 
Proses Persidangan Dengan 
Kasus Riil Pidana Di 
Pengadilan Pidana. 

Praktik Penyelesaian 
Sengketa Pidana Di 
Pengadilan Negeri 

Terjun Langsung Untuk 
Melihat Proses Peradilan Di 
Peradilan Negeri 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

7 Mahasiswa Mampu 
Mengevaluasi Proses 
Beracara Pidana Di 
Pengadilan Negeri. 

Mengevaluasi Proses 
Beracara Pidana Di 
Pengadilan Negeri. 

Mengevaluasi Proses 
Beracara Pidana Di 
Pengadilan Negeri. 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
 

4. Test 
5. Uraian 
6. Membuat Resume 
7. Membuat Makalah 

8 Ujian Tengah Semester 



9 Mahasiswa Mencari Dan 
Menganalisis Kasus/Perkara 
Dan Tahapan-Tahapan 
Dalam Menyelesaikan 
Perkara Pidana 

1. Pembagian Kelompok 
Dan Pembagian Kasus  

2. Menjelaskan Kasus 

Menganalisis Kasus/Perkara 
Dan Tahapan-Tahapan 
Dalam Menyelesaikan 
Perkara Pidana 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 

 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

10 - 11 Mahasiswa Membuat Dan 
Menyiapkan Keseluruhan 
Yang Diperlukan Dalam 
Melaksanakan Proses 
Penanganan Perkara 
Pidana Dipengadilan. 

Pembagian Kelompok Dan 
Pembagian Peran Masing-
Masing 
 

Memberi Bimbingan 
Kepada Mahasiswa Dalam 
Membimbing Persiapan 
Berkas-Berkas Yang 
Diperlukan. 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 
 

12-13 Mahasiswa Mampu 
Menganalisis Dan Mendesign 
Proses Beracara Di 
Pengadilan. 

Tahapan-Tahapan Dalam 
Beracara Pidana Di 
Pengadilan. 

Proses Beracara Di 
Pengadilan. 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

14 - 15 Mahasiswa Mempraktikkan 
Proses Acara Dan 
Penanganan Perkara 
Pidana 

Praktik Acara Dan 
Penanganan Perkara 
Pidana (Kelompok) 

Praktek Acara Dan 
Penanganan Perkara 
Pidana 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

16 Ujian Akhir Semester 
 


